
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA KOTA GORONTALO 

NOMOR 30 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN P E R U B A H A N ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah 

mengajukan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kepada Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah un tuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa adanya kebi jakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, m a k a perlu me lakukan 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2024; 

Menimbang : 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA KOTA GORONTALO 

NOMOR 30 TAHUN 2024 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah 

mengajukan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, 

bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka perlu melakukan 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud dalam huru f a dan hu ru f b 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat 11 di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bers ih dan Bebas dari Korupsi , 

Kolus i dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 109 T a h u n 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki l Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

4. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J a w a b Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat 

PE Ia 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat Ii di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400), 



a 
7. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kal i d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
T „ j „ £;occ\.. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwaki lan Rakj^at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa ka l i diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T a h u n 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner ja Ins tans i Pemerintah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4616) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomnr 71 T ahun 2010 tentang Standar Akuntans i Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Tan dat RIAS an none 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4616), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165), 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T a h u n 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2017 tentang Hak Keuangan dan Administras i Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6279); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 T a h u n 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 T a h u n 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883) ; 
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057): 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322), 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385), 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883): 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 T a h u n 2024 tentang Harmonisasi Kebi jakan F i ska l Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 T a h u n 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pe laksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

T a h u n 2017 Nomor 1067); 

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 tentang Pedoman Tekn i s Pengelolaan Keuangan 

Daerah (berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 1781); 

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 T a h u n 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2024); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA KOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN P E R U B A H A N ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN B E L A N J A D A E R A H TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2024 sebagai ber ikut : 

1. Pendapatan : 

a. semula Kp. 1.124.796.981.621,00 

b. bertambah/berkurang Rp. 42.389.098.072,00 

J u m l a h Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.167.186.079.693,00 

-5- 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909), 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067), 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024): 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA KOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

a. semula kp. 1.124.196.981.621,UU 

b. bertambah/berkurang Rp. 42.389.098.072,00 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.167.186.079.693,00 



Belanja : 

Belanja : 

a. semula 

b. bertambah/berkurang 

J u m l a h belanja setelah perubahan 

Pembiayaan : 

1. Penerimaan Pembiayaan 

a. semula 

b. bertambah/berkurang 

J u m l a h penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

2. Pengeluaran pembiayaan 

a. semula 

b. bertambah/berkurang 

J u m l a h pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 1.114.756.721.377,00 

Rp. 56.930.218.724,00 

Rp. 1.171.686.940.101,00 

Rp. 40.592.632.906,00 

Rp. 11.541.120.652,00 

Rp. 52.133.753.558,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

50.632.893.150„00 

(3.000.000.000,00) 

47.632.893.150,00 

2. Belanja : 

Belanja 

a. semula 

b. bertambah/berkurang 

Jumlah belanja setelah perubahan 

3. Pembiayaan : 

1. Penerimaan Pembiayaan 

a. semula 

b. bertambah/berkurang 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

2. Pengeluaran pembiayaan 

aa. F a. semula 

b. bertambah/berkurang 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

1.114.756.721.377,00 

56.930.218.724,00 

1.171.686.940.101,00 

40.592.632.906,00 

11.541.120.652,00 

52.133.753.558,00 

50.632.893.150,,00 

(3.000.000.000,00) 

47.632.893.150,00 



S i s a Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam lampiran Peraturan Wali Kota in i 

Pasa l 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 dir inci lebih lanjut dalam 

lampi ian II yang merupakai i bagian yang t idak terpisahkan dan Pera tu ian Wali Kota in i . 

Pasa l 4 

Pe laksanaan penjabaran Perubahana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan in i dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pe laksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

Pasa l 5 

Peraturan Wali Kota in i mula i ber laku pada tanggal diundangkan. 

ae 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

1. Ngantar he 

lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Gari Peraturan Wali Kota ini. 
Sekaan Wana 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Gorontalo in i dengan penempatannya 

dalam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo 

Ditetapkan di Gorontado 

/

pada tanggal 1 November 

Pj. WALI K0fA GORONTALO, 

2024 

ISMAtL M A D J I D 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal>---TrovgTivber 2024 

S E K R E T A ^ D A E R A H KOTA GORONTALO, 

DY K A D U L L A H 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR : 33 

Pn - 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Gorontalo ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Gorontalo 

pada tanggal 1 November 2024 

Jai WALI GORONTaLO/. 

ISMAHL MADJID 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 2024 

BEBMA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR : 33 


